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Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu seluruh
warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Gratifikasi adalah
pemberian yang dalam arti luas yaitu pemberian uang atau barang. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak
pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor
1/Pid.Sus. TPK/2017/ PN.Mdn). Tindak pidana gratifikasi adalah suatu perbuatan melawan
hukum yang bersifat suap menyuap yaitu unsur perbuatannya menjanjinkan sesuatu
walaupun janji itu belum diterima, begitu juga memberikan hadiah dianggap telah terjadi
setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi. Penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan,
pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data
yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
tentang penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam
jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn), maka dapat
disimpulkan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, terdapat kesalahan dalam
menerapkan Pasal 11 tersebut karena sesuai dengan fakta bahwa perbuatan terdakwa
melanggar ketentuan Pasal 12 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan subsidair. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah hendaknya
para penegak hukum dalam hal ini hakim lebih cermat dan teliti dalam menerapkan
hukum kepada pelaku sesuai perbuatannya.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana; Tindak Pidana Gratifikasi; DilakukanDalam Jabatan.

Abstract
The State of Indonesia is a constitutional state as stipulated in Article 1 paragraph (3) The 1945
Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, all citizens must submit and obey the
applicable law. Gratification is a gift in a broad sense, namely the gift of money or goods. This
research was conducted to find out and analyze the application of criminal law to gratuity crimes
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committed in office (Case Study of Decision Number 1/Pid.Sus. TPK/2017/ PN.Mdn). The criminal
act of gratification is an unlawful act that is bribery in nature, namely the element of the act of
promising something even though the promise has not been received, as well as giving a gift is
considered to have occurred after the object was released from the power to give. This research is
normative legal research using statutory regulations, case approaches, and analytical approaches.
Data collection was carried out using secondary data obtained through literature study consisting
of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis
used is qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion on the application of
criminal law to criminal acts of gratification committed in office (Case Study of Decision Number
1/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mdn), it can be concluded that the panel of judges in deciding cases in
District Court decisions Medan Number 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, there was an error in
applying Article 11 because it was in accordance with the fact that the defendant’s actions violated
the provisions of Article 12 b of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001
concerning Amendments to the Law Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning
Eradication of Corruption as referred to in the subsidiary indictment. As for the suggestion in this
study is that law enforcers, in this case judges, should be more careful and thorough in applying the

law to the perpetrators according to their actions.

Keywords: Application of Criminal Law; Gratification Crime; Done in Position

A.Pendahuluan adalah:

Negara Indonesia adalah negara 1. Dari ketentuan Pasal 12 B ayat 1 tentang
hukum sebagaimana ketentuan dalam pengertian gratifikasi yang
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar merumuskan, ialah gratifikasi
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pemberian) pada pegawai negeri
Oleh sebab itu seluruh warga negara harus dianggap ~ suap  adalah  apabila

tunduk dan patuh kepada hukum yang
berlaku. Negara hukum merupakan negara
yang  menata seluruh  kehidupan
didalamnya berdasarkan atas aturan-aturan
hidup yang telah dipositifkan dalam
bentuk peraturan perundang-undangan,

(Soetandyo Wignjosoebroto:2002:474).
Salah satu kejahatan yang sangat
merugikan masyarakat adalah tindak

pidana korupsi melalui gratifikasi. Untuk
menentukan apakah korupsi suap-suap
pasif masing-masing yang dirumuskan
dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), 11,
12 huruf a, b, dan ¢ masuk pula unsur-
unsur suap gratifikasi,(Adami Chazawi:
2006:277-280). ukuran yang digunakan
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berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajibannya
atau tugasnya.

2. Dari ketentuan Pasal 12 B tentang

pengertian dan macam-macamnya yang
menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah
pemberian dalam  arti yang
meliputi pemberian uang, barang, rabat
(discount),  komisi, tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.
Gratifikasi merupakan tindakan seseorang
yang menyalahgunakan kepercayaan
dalam suatu masalah atau organisasi

luas,

pinjaman

untuk mendapatkan keuntungan.
Tindakan gratifikasi berarti perbuatan
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buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau
dapat disuap, (Andi Hamza:1984:3).
Tindak pidana korupsi melalui grtifikasi
di Indonesia hingga saat ini masih menjadi
salah satu penyebab terpuruknya sistem
perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan
karena korupsi di Indonesia terjadi secara
sistemik dan meluas sehingga bukan saja
merugikan keuangan negara, namun telah
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat secara luas.

Tindak pidana korupsi merupakan
kejahatan luar biasa yang  sering
dilakukan secara terencana dan sistematis
dan merupakan pelanggaran terhadap
hak sosial dan ekonomi masyarakat secara
luas dan endemik, merusak sendi-sendi

ekonomi nasional, serta merendahkan
martabat bangsa di forum internasional,
sehingga pemberantasannya,

(https://www.google.com.tindak-pidana-
korupsi. Diakses pada tanggal, 8 Februari
2021). Jadi korupsi berakar dari kekuasaan
pada birokrasi yang berkembang dalam
kerangka kekuasaan. Dalam struktur
seperti ini penyimpangan, korupsi,
pencurian mudah berkembang.

Salah satu kasus korupsi yang telah
diperiksa dan diadili dipengadilan yaitu
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
01/Pid.Sus./TPK/2017/ PN.Mdn. Adapun
putusan hakimnya yakni menjatuhkan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
denda sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh
juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
kepada terdakwa karena perbuatan
terdakwa terbukti melanggar ketentuan
dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Adapun isi ketentuan dalam
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20
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Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yaitu dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau
pidana denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau patut diduga, bahwa
hadiah ataujanji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, pelaku
yang telah dihukum pada perkara tersebut
berprofesi sebagai alat negara disebut
polisi.

Berdasarkan hasil observasi awal
penulis menemukan bahwa penerapan
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi kepada pelaku kurang tepat,
mestinya yang diterapkan atau yang
dikenakan yaitu Pasal 12 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
karena pelaku sebagai kepala kepolisian
sektor Sukaramai. Jadi yang diterapkan
adalah dakwaan subsider bukan dakwaan
lebih subsider.

Adapun isi Pasal 12 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menentukan bahwa dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
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pidana denda paling sedikit
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah):
1. Pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar
melakukan atau tidak melakukan
sesuatu jabatannya,  yang
bertentangan dengan kewajibannya.

2. Pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah tersebut diberikan sebagai akibat
atau disebabkan karena telah melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya.
Bentuk dakwaan

dalam

jaksa penuntut
umum adalah berbentuk alternatif dimana
jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa
dengan Pasal 12 huruf b Undang- Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Sedangkan berdasarkan fakta
hukum dalam studi kasus putusan nomor
1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, penulis
berpendapat yang terbukti adalah dakwaan
subsider Pasal 12 huruf b. Dalam
membuktikan hasil observasi awal penulis
tentang kesalahan penerapan hukum, maka
penulis  melakukan terhadap
kesalahan itu.

analisis

Berdasarkan uraian tersebut, maka

penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul Penerapan Hukum Pidana
Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang
Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus
Putusan

1/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mdn).

Nomor
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Berdasarkan uraian latar belakang
tersebut, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana penerapan
hukum pidana pada tindak pidana
gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan
(studi kasus putusan nomor 1/Pid.Sus.
TPK/2017/PN.Mdn)?

Berdasarkan =~ rumusan  masalah
tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan menganalisis
penerapan hukum pidana pada tindak
pidana gratifikasi yang dilakukan dalam
(studi putusan nomor
1/Pid.Sus. TPK/ 2017/PN.Mdn).

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

jabatan kasus

Adapun jenis penelitian yang digunakan
dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum
normatif merupakan penelitian hukum
yang mengkaji tentang studi kepustakaan,
yaitu menggunakan data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan
dan bahan hukum
Sri

Pokok kajiannya

hukum sekunder

tersier, (Soerjono Soekanto dan
2012:13).

adalah hukum yang dikonsepkan sebagai

Mamudji,
norma kaidah yang berlaku dalam

masyarakat dan menjadi pedoman
terhadap perilaku setiap orang. Tujuan
dari pada penelitian hukum normatif
adalah

bagaimana menerapkan suatu Peraturan

untuk memberikan penjelasan

Perundang- undangan.
2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan

peraturan perundang-undangan,
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pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

a. Pendekatan = Peraturan  Perundang-

undangan (Statute Aproach)

Peraturan perundang-undangan
adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan olehlembaga
negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Pendekatan peraturan perundang-
undangan digunakan untuk mengetahui
keseluruhan peraturan hukum khususnya

yang tersebut dengan topik penelitian.
b. Pendekatan Kasus (Case Law Aproach)
adalah

dari

Kasus keadaan

yang

sebenarnya suatu urusan atau

perkara.7 Pendekatan kasus ini digunakan
untuk mengetahui kualitas sebuah kasus,
pertimbangan hakim dalam memutuskan
kasus tersebut. Pendekatan kasus ini
dilakukan dengan cara menelaah kasus

yang berkaitan dengan topik penelitian.
c. Pendekatan Analitis (Anality Approach)

adalah Dbersifat analisis.

adalah penyelidikan

Analitis
Analisis terhadap

suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan

yang sebenarnya.8 Pendekatan analitis
adalah pendekatan dengan menganalisa
bahan hukum untuk mengetahui makna
yang terkandung dalam istilah-istilah yang
digunakan dalam peraturan perundang-

undangan secara konsepsional.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini data yang
digunakan adalah data sekunder. Data
sekunder adalah data yang diperoleh
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melalui studi pustaka. Sumber data yang
digunakan dalam penulisan ini adalah data
sekunder, yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier, (Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji:118-119).

a. Bahan hukum primer adalah bahan
hukum yang bersifat autoritatif berupa
peraturan perundang-undangan. Bahan
hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP);

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP);

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980
tentang Tindak Pidana Suap;

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman; dan

6) Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 01/Pid.Sus./TPK/2017/ PN.Mdn.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan
yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu buku, jurnal dan
karya ilmiah lain yang terkait dengan
topik penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang
memberikan

petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan
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dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan

internet.
4. Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan
metode analisis data kualitatif. Analisis

data  kualitatif yang

digunakan untuk menganalisa data dengan

adalah metode

mendeskripsikan data melalui bentuk kata
dan digunakan untuk menafsirkan data
sesuai hasil yang diperoleh dari perilaku
yang diamati, (Lexi ]. Moleong:1991:4).
Metode analisis tersebut dilakukan dengan
deskriptif

menginterprestasikan dan menganalisis

yaitu suatu cara
atau menafsirkan dan menguraikan data
yang telah penulis peroleh dari bahan hasil
penulisan berdasarkan pada asas-asas
hukum, teori-teori hukum, norma hukum,
serta konsep yang berkaitan dengan pokok
permasalahan secara logis, terstruktur dan

sistematis.

Analisis data kualitatif menggunakan
metode deduktif-induktif yaitu metode
yang digunakan dalam pembahasan
dengan menarik kesimpulan dari suatu
permasalahan yang bersifat umum dan
kemudian menilai suatu kejadian yang
bersifat khusus untuk menganalisis
masalah yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian pada
Studi Kasus Putusan Nomor
1/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mdn, menunjukkan
bahwa penerapan hukum pidana pada
tindak pidana gratifikasi yang dilakukan
jabatan (Studi Kasus Putusan

1/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mdn)

dalam

Nomor
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merupakan hal yang sangat bertentangan
dengan aturan hukum yang berlaku karena
gratifikasi didasari oleh sebuah kebiasaan
yang sering terjadi didalam kehidupan
bermasyarakat. Tetapi dalam menciptakan
pemerintahan  yang bersih  pembuat
undang-undang menganggap hal tersebut
adalah sesuatu yang negatif, lantaran hal
tersebut berpotensi menimbulkan
terjadinya korupsi yang diawali dengan
pengabaian terhadap suatu tugas atau
kewajiban, (Marwan Mas:2014:77-78).

Gratifikasi merupakan perkembangan
praktik pemberian hadiah yang terjadi
dalam  masyarakat = khususnya  di
lingkungan pejabat publik, hal tersebut
menjadi sesuatu yang dilarang karena
pemberian yang diberikan kepada pejabat
publik cenderung memiliki pamrih dan
dalam jangka panjang dapat berpotensi
publik,

menciptakan ekonomi biaya tinggi dan

mempengaruhi kinerja pejabat

dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan

layanan yang diberikan kepada
masyarakat.

Mencermati putusan yang
menyatakan bahwa terdakwa terbukti

melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang unsurnya
yakni:

“Dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah)  dan Rp

paling  banyak
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250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah atau janji
padahal diketahuiatau patut diduga,
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
karena kekuasaan atau kewenangan yang
atau

berhubungan dengan jabatannya,

yang menurut pikiran orang yang
memberikan hadiah atau janji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya”.

Sementara ketentuan dalam Pasal 12 b
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tentang

yaitu:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) atau lebih, pembuktian

bukan

oleh

bahwa gratifikasi tersebut

merupakan suap dilakukan
penerima gratifikasi;

b) yang kurang
10.000.000,00 (sepuluh juta

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut

nilainya dari Rp

rupiah),

suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana

penyelenggara

bagi pegawai negeri atau

negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana
penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,
dan pidana denda paling sedikit Rp
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200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Mengarah pada pengertian suap
gratifikasi Pasal 12 b Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

sangat luas. Dengan luasnya

pengertian suap menerima gratifikasi
tersebut, maka korupsi suap pasif dapat
pula masuk dalam isi pengertian suap
menerima gratifikasi. Untuk menentukan
apakah korupsi suap pasif masing-masing
yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2),
6 ayat (2), 11, 12 huruf a, b, dan ¢ masuk

pula unsur-unsur suap gratifikasi, ukuran

yang digunakan adalah:

a. Dari ketentuan Pasal 12 b ayat 1 tentang
pengertian gratifikasi yang
merumuskan, ialah gratifikasi
(pemberian) pada pegawai negeri
dianggap suap (suap pasif) adalah

apabila berhubungan dengan jabatannya

yang
kewajibannya atau tugasnya.

dan berlawanan dengan
b. Dari ketentuan Pasal 12 b tentang
pengertian dan macam-macamnya yang
menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah
yang
meliputi pemberian uang, barang, rabat

pemberian dalam arti luas,

(discount), komisi, pinpukulan tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.
Apabila dicermati penjelasan Pasal 12 b
ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk
definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat

pemberian dalam arti luas, sedangkan
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kalimat setelah itu merupakan bentuk-
bentuk gratifikasi. Dari penjelasanPasal 12
b ayat (1) juga dapat diketahui bahwa
pengertian gratifikasi mempunyai makna
yang netral, artinya tidak terdapat makna
tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi
Apabila
dihubungkan dengan rumusan Pasal 12 b
bahwa tidak

bertentangan

tersebut. penjelasan  ini

dapat dipahami semua

gratifikasi  itu dengan
hukum, melainkan hanya gratifikasi yang
memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12 b
saja, (Doni Muhardiansyah, dkk.,:2010:3).
Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah
berubah menjadi suatu yang perbuatan
pidana suap khususnya pada seorang
penyelenggara negara atau pegawai negeri
adalah pada saat penyelenggara negara
atau pegawai negeri tersebut melakukan
tindakan menerima suatu gratifikasi atau
pemberian hadiah dari pihak manapun
sepanjang pemberian tersebut diberikan
berhubungan dengan jabatan ataupun
(Darwan  Prinst:2002:29).

Korupsi merupakan bagian dari perbuatan

pekerjaannya,

pidana yang secara khusus (lex specialis)
dalam  UU

perubahannya.

diatur Tipikor  dan

Asas lex specialis derogat legi generalis
adalah asas yang mengandung makna
bahwa

mengesampingkan

ketentuan khusus

ketentuan ~ umum.
Dalam hal ini, ketentuan umum yaitu
KUHP, sedangkan ketentuan khusus yaitu
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tentang
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Secara umum tindak pidana korupsi
dalam KUHP, tetapi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

diatur setelah

Korupsi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

maka yang berlaku adalah ketentuan

sebagaimana

diubah dengan

khusus. Adapun ketentuan secara khusus

dalam kasus ini yaitu sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 12 b Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perlu

diketahui bahwa setiap benda baik
bergerak  maupun tidak  bergerak,
berwujud ataupun tidak berwujud,

sepanjang itu berhubungan dengan hasil
tindak pidana maka akan disita oleh
negara.

ketentuan

Mengenai pembuktian

bahwa gratifikasi atau hadiah yang
diterima pegawai negeri adalah bukan
suap. Dalam Pasal 12 b disebutkan bahwa
jika gratifikasi yang diterima pegawai
negeri nilainya Rp. 10 juta atau lebih,
maka pembuktian bahwa itu bukan suap
dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Jika
nilai gratifikasi yang diterima kurang dari
Rp. 10 juta, maka pembuktian bahwa itu
bukan suap dilakukan oleh penuntut
umum.

Beban pembuktian terhadap

penerima gratifikasi sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 12 b ayat 1 huruf
a adalah beban pembuktian terbalik yakni
yang

seseorang tidak melakukan korupsi dalam

wajib ~ membuktikan ~ bahwa
bentuk gratifikasi adalah si penerima

gratifikasi sendiri. Sistem pembuktian
terbalik juga terdapat dalam Pasal 37

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
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berlaku pada tindak pidana korupsi suap
menerima gratifikasi yang nilainya Rp.10
juta atau lebih. Adapun ketentuan dalam
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 adalah :

1) Terdakwa hak

membuktikan bahwa ia tidak melakukan

mempunyai untuk
tindak pidana korupsi.

2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana

tersebut

korupsi, maka pembuktian

dipergunakan oleh pengadilan sebagai

dasar untuk menyatakan bahwa
dakwaan tidak terbukti.

Tindak pidana korupsi menerima

gratifikasi sebagaimana dimuat dalam

Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana
Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan
sebagai berikut, (Adami Chazawi:2005:259-
260):

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri

diubah dengan Undang-

atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya dengan
ketentuan;

2) Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) atau lebih pembuktiannya
bahwa bukan

merupakan oleh

tersebut
dilakukan

gratifikasi
suap
penerima gratifikasi;
3) Yang kurang
10.000.000,00  (sepuluh

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut

nilainya dari Rp.

juta rupiah),

suap dibuktikan oleh penuntut umum:

4) Pidana bagi pegawai negeri atau

https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Jph
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penyelenggara negara  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah
pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun, dan pidana denda paling sedikit
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 12 b ayat (1)

bahwa pidana bagi pegawai negeri atau

ditentukan

penyelenggara  negara  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00
(dua
banyak Rp. 1.000.0,00 (satumiliar rupiah),
(Barda Nawawi Arief:2003:110).

Berdasarkan uraian tersebut maka

ratus juta rupiah) dan paling

penulis berpendapat bahwa majelis hakim

dalam memutus perkara dalam putusan

Pengadilan ~ Negeri Medan  nomor
1/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mdn, terdapat
kesalahan dalam menerapkan aturan

hukum yang berlaku dimana sesuai dengan
fakta bahwa terdakwa selaku pegawai
negeri yang bertugas sebagai Kapolsek
Sukaramai

yang bertanggung jawab

menjaga  keamanan di  lingkungan
Sukaramai, tetapi ia melakukan perbuatan
pidana dengan menerima suatu hadiah
atau janji tersebut berkaitan dengan

tugasnya sebagai Kapolsek Sukaramai,
maka hendaknya pasal yang diterapkan
terhadap perbuatan terdakwa adalah Pasal

12 b Undang-Undang Republik Indonesia
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Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tentang

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan
subsidair, bukan Pasal 11 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi atau dakwaan lebih subsidair.
D.Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan tentang penerapan hukum
pidana pada tindak pidana gratifikasi
jabatan  (Studi

Kasus Putusan dalam memutus perkara

yang dilakukan dalam

dalam putusan Pengadilan Negeri Medan
E. Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta
Hukum Pidana, Cet. I.
(Bandung: PT CitraAditya Bakti,
2003),

Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian
Tindak Pidana Korupsi,
(Bandung: Alumni,2006)

Chazawi, Adami, Hukum Pidana
Materil dan Formil Korupsi di
Indonesia. ( Malang: Bayumedia
Publishing, 2005)

Doni Muhardiansyah, dkk., Buku Saku
Memahami  Gratifikasi, Cet. I, (
Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi, 2010)

Hamzah, Andi, Korupsi

Pengelolaan Proyek
Pembangunan.  (Jakarta:

Akademika Presindo, 1984)

Marwan, Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 2014)

Dalam

Mas,
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1/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mdn,

kesalahan dalam menerapkan

Nomor
terdapat
Pasal 11 tersebut karena sesuai dengan

fakta
melanggar ketentuan Pasal 12 b Undang-

bahwa  perbuatan  terdakwa
Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001
Undang-Undang
Nomor 31

pemberantasan

tentang perubahan atas
Republik
Tahun 1999

tindak pidana

Indonesia
tentang
korupsi

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan

subsidair.
Adapun yang menjadi saran dalam
penelitian  ini

yaitu hendaknya para

penegak hukum dalam hal ini hakim lebih

cermat dan teliti dalam menerapkan
hukum kepada pelaku sesuai
perbuatannya.

Moleong, Lexi J., Metodologi Penelitian
Kualitatif. (Bandung: Rosyda Karya,
1991 Prinst, Darwan, Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. ( Bandung: PT.
Citra
Aditya Bakti, 2002
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif, Suatu

Tinjauan  Singkat. (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012)
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum,

Paradigma, Metode dan Dinamika

Masalahnya.  (Jakarta:  Elsam,
2002)
Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 1980 tentang
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Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan  Atas  Undang-
Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan  Atas  Undang-
Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 1999 tentang Suap.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 1/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mdn.

https://www.google.com.tindak-
pidana-korupsi. Diakses pada
tanggal, 8 Februari2021

http://jagokata.com. kasus-adalah.

Diakses pada tanggal 10 Maret 2021
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